
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN

PERBANKAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan transparansi

pelaksanaan fungsi penyehatan perbankan dan pengelolaan aset bank

yang bermasalah, dipandang perlu untuk membentuk komite yang

bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas Badan Penyehatan

Perbankan Nasional (BPPN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas,

dipandang perlu mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (3) dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan

Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1999;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3790);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program

Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);

5. Peraturan …


